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PENDAHULUAN

Pembuktian merupakan salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana
yang diatur dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia. Pembuktian kesalahan seorang
terdakwa itu tidak boleh dilakukan semena-mena atau sesuka hati karena hal tersebut
berdampak kepada penjatuhan hukuman terhadap terdakwa. Kegiatan pembuktian
dalam hukum acara pidana pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh atau
mendapatkan kebenaran yang dalam batasan yuridis bukan dalam batasan yang
mutlak, hal tersebut disebabkan karena kebenaran yang mutlak sukar diperoleh.
Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan
bahwa alat bukti yang digunakan dalam perkara pidana di indonesia terdiri dari lima
hal yang pertama ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan
keterangan terdakwa.

Beberapa tahun terakhir ini dalam Peradilan Indonesia muncul yang namanya
Amicus Curiae. Amicus Curiae merupakan suatu konsep hukum yang tidak begitu
dikenal di Indonesia yang lebih cenderung menganut sistem hukum Civil Law.
Karena Konsep hukum Amicus Curiae ini memang hanya dipraktikkan dalam tradisi
negara-negara yang menganut sitem hukum cammon law. Konsep ini awal mulanya
berasal dari tradisi hukum romawi. Amicus Curiae atau Friends of Court atau dikenal
sebagai sahabat pengadilan merupakan suatu masukan dari seseorang, sekelompok
orang maupun organisasi yang bukan bertindak sebagai pihak dalam perkara tetapi
menaruh perhatian atau berkepentingan terhadap suatu perkara.?

Amicus Curiae ini dalam praktiknya diberikan dalam bentuk surat atau tertulis
atau biasa disebut Amicus Brief atau bisa juga secara lisan di pengadilan, akan tetapi

dalam praktik yang terjadi selama ini banyak diberikan dalam bentuk surat/tertulis

! Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,
him.185

? Dio Ashar Wicaksana dkk, 2018, Komentar Tertulis sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan)
Terhadap Perkara Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn di pengadilan Negeri Medan, Bahan
Pertimbangan Bagi Majelis Hakim, Jakarta, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, him.5



(Amicus Brief).? Pada tahun 2009 lima lembaga swadaya masyarakat yang bergerak
dibidang hukum yang terdiri dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia
(PBHI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Studi Dan
Advokasi Masyarakat (ELSAM), Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), dan
Indonesia Media Defence Litigation Network (IMDLN) mengajukan Amicus Curiae
pada kasus Prita Mulyasari, yang merupakan seorang ibu rumah tangga yang telah
dituduh melakukan tindak pidana berupa pencemaran nama baik terhadap Rumah
Sakit Omni Internasional.* Dalam kutipan tersebut Amicus Curiae yang diberikan
ialah dalam bentuk surat/ tertulis.

Pengajuan Amicus Curiae lainya ialah pada tahun 2017 yang lalu yaitu pada
kasus Basuki Tjahaja Purnama atau ahok yang mana Perempuan Peduli Kota Jakarta
(PPKJ) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarata sebagai Amicus Curiae dalam
Perkara penodaan agama yang dilakukan oleh ahok.> Amicus Curiae dalam perkara
ini juga diberikan dalam bentuk surat/tertulis. Pengajuan Amicus Curiae lainya ialah
pada kasus yang baru-baru ini terjadi di tahun 2018 yaitu kasus penodaan agama yang
dilakukan oleh terdakwa Meliana. Dalam kasus ini ada beberapa lembaga yang
mengajukan dokumen Amicus Curiae ke Pengadilan, seperti Masyarakat Pemantau
Peradilan Indonesia (MaPPl), Institue For Criminal Justice Reform (ICJR), Koalisi
Perempuan Indonesia ( KPI), Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) dan beberapa
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Sumatera Utara.’ Disini Amicus Curiae
juga diberikan dalam bentuk surat/tertulis, tidak dalam bentuk lisan.

Pengajuan Amicus Curiae yang telah disebutkan diatas hanyalah beberapa

contoh dari banyaknya pengajuan Amicus Curiae yang telah terjadi di dalam sistem

* Siti Aminah, 2014, “Menjadi Sahabat Pengadilan : Panduan Menyusun Amicus Brief”, Jakarta,
ILRC-Hivos, him.11
*https://megapolitan.kompas.com/read/2009/10/14/16474375/Kasus.Prita:.Lima.L SM.Ajukan..quot. A
micus.Curiae.quot diunduh pada tanggal 29 Oktober 2018 pukul 22.29 WIB

® https://beritagar.id/artikel/berita/amicus-curiae-buat-ahok-apa-maknanya diakses pada tanggal 29
Oktober pukul 22.34 WIB.

® https://www.voaindonesia.com/a/dukungan-hukum-bagi-terpidana-penodaan-agama-meliana-terus-
bertambah/4582316.html diakses pada tanggal 29 Oktober 2018 pukul 22.45 WIB
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https://www.voaindonesia.com/a/dukungan-hukum-bagi-terpidana-penodaan-agama-meliana-terus-bertambah/4582316.html

peradilan pidana di Indonesia. Penggunaan Amicus Curiae yang pada hakikatnya
tidak diatur dalam Hukum Acara Pidana akan tetapi diperbolehkan oleh hakim untuk
diajukan dalam suatu perkara yang sedang berjalan. Bahkan ada hakim menjadikan
Amicus Curiae ini sebagai pertimbangannya dalam mengambil putusan terhadap
perkara yang sedang ditanganinya.

Salah satu contoh hakim yang memasukkan Amicus Curiae ini dalam
pertimbangan putusannya ialah hakim di Pengadilan Negeri Muaro, Sijunjung,
Sumatera Barat. Amicus Curiae ini digunakan ketika menangani Perkara Tindak
Pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok
masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan antar Golongan (SARA)
yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik dengan terdakwa yang bernama Alexander An Pgl Aan. Hakim
dalam Pertimbanganya menyebutkan “Menimbang, bahwa dipersidangan penasihat
hukum terdakwa mengajukan bukti surat Amicus Curiae (sahabat pengadilan) dari
Asian Human Right Commission yang berkedudukan di Hongkong sebagaimana yang
terlampir dalam berkas perkara”.” Dari pertimbangan hakim tersebut keterangan yang
diberikan Amicus Curiae itu disebutkan sebagai bukti surat.

Banyaknya pengajuan Amicus Curiae di Indonesia pada beberapa tahun
belakangan ini dan ada hakim yang menjadikannya sebagai alat bukti surat dalam
pertimbangan putusannya menunjukkan Amicus Curiae sudah mulai eksis di
Indonesia. Akan tetapi Amicus Curiae yang sudah begitu eksis dalam peradilan
pidana di Indonesia untuk memberikan penjelasan fakta-fakta hukum terhadap suatu
tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan bahkan ada hakim yang
menjadikannya sebagai bukti surat dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan
putusan, pada dasarnya pemberlakuan Amicus Curiae belum mempunyai aturan yang

jelas dalam Penggunaannya. Hal ini tentunya membuat tidak ada kejelasan

7 Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor : 45/P1D.B/2012/PN.MR



bagaimana, kapan dan dalam hal apa penggunaan Amicus Curiae ini oleh hakim.
Bahkan atas dasar apa hakim menjadikannya sebagai alat bukti dan bagaimanakah
kekuatan hukum Amicus Curiae dalam sistem pembuktian menurut hukum acara
pidana Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang sudah ada dan telah diuraikan diatas maka
penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk penulisan hukum (skripsi), oleh
karena itu dalam penulisan hukum ini, penulis mengambil judul : “KEDUDUKAN
HUKUM KETERANGAN AMICUS CURIAE SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT
PADA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM ACARA
PIDANA DI INDONESIA”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian yang
menggunakan studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum
sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang dimaksud adalah
mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan
pengadilan serta doktrin (ajaran).® Penelitian Normatif yang dipilih oleh penulis
menggunakan bahan data sekunder untuk diolah dan dianalisis sehingga di dapat
jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan oleh penulis. Bahan data
sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan,
bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, bahan hukum tersier yaitu kamus hukum,
ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia serta wawancara dengan beberapa
narasumber. Narasumber diperlukan dalam penelitian ini untuk memberikan
pendapatnya terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis. Narasumber dalam
penelitian ini adalah : Eulis Nur Komariah, S.H yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri

Sleman dan Nuryanto, S.H yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

® Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,
Yogyakarta, Pustaka Pelajar, him.34



Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini ialah bahan hukum dan
bahan non hukum yang diperoleh akan dianalisis secara perskriptif dengan
menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa
asas-asas hukum , serta ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli yang dirangkai
secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji kedudukan
hukum keterangan Amicus Curiae sebagai alat bukti surat pada pembuktian tindak

pidana menurut hukum acara pidana di Indonesia .

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
A. Kedudukan Hukum Surat yang Dibuat Amicus Curiae Sebagai Alat
Bukti Surat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Mengawali pembahasan, perlu diketahui bahwa beberapa tahun
belakangan ini istilah Amicus Curiae sering terdengar dalam praktik dunia
pengadilan di Indonesia, khususnya dalam perkara pidana. Amicus Curiae ini
sebenarnya bukanlah merupakan suatu hal yang baru dalam dunia hukum
karena Amicus Curiae ini sudah ada sejak zaman Romawi Kuno.® Meskipun
Amicus Curiae sudah ada sejak zaman Romawi Kuno istilah Amicus Curiae
baru mulai eksis di Indonesia pada tahun 2009 yang digunakan pada
Pengadilan Negeri Tanggerang dalam kasus Prita Mulyasari. Sampai tahun
2018 berdasarkan data yang penulis dapatkan dari berbagai sumber partisipasi
Amicus Curiae dalam pengadilan di Indonesia khususnya dalam perkara
pidana sudah tercatat kurang lebih sebanyak 22 (dua puluh dua) Kkali
pengajuan ke berbagai pengadilan yang ada di seluruh wilayah Indonesia.
Amicus Curiae yang ada berasal dari berbagai lembaga/organisasi bahkan ada
juga yang berasal dari perseorangan.
Eksisnya Amicus Curiae di Indonesia beberapa tahun belakangan ini,

disatu sisi membawa dampak yang positif bagi hakim di pengadilan, yang

°S. Chandra Mohan, Op.Cit, him.4



mana partisipasi Amicus Curiae membantu pengadilan khususnya hakim
dalam memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan suatu perkara.
Disisi lain adanya Amicus Curiae ini juga memberikan control terhadap
proses peradilan. Ketika hakim yang memeriksa perkara telah menyimpang
dari pada aturan yang ada, Amicus Curiae yang diajukan sangat membantu
untuk meluruskan kembali.

Akan tetapi, disisi lain keberadaan Amicus Curiae ini juga
memberikan dampak negatif dalam konteks kebebasan hakim. Dalam dunia
peradilan dikenal suatu asas “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang
merdeka”. Artinya tidak diperkenankan adanya pengaruh-pengaruh dari luar
pengadilan. Meskipun Amicus Curiae dalam praktiknya kedudukannya
bukanlah sebagai pihak luar pengadilan akan tetapi masuknya kedalam suatu
perkara yang sedang diperiksa pengadilan itu melalui Penasihat Hukum
Terdakwa, akan tetapi hal tersebut secara psikologis akan bisa mempengaruhi
hakim. Oleh karena itulah adanya Amicus Curiae ini sebenarnya kurang bagus
dalam kebebasan hakim dalam penegakan hukum, karena bisa saja
disalahgunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mempengaruhi
hakim.

Keberadaan Amicus Curiae sudah begitu dikenal di dalam dunia
pengadilan khususnya dalam perkara pidana di Indonesia, belum ada aturan
khusus yang mengatur mengenai partisipasi Amicus Curiae tersebut dalam
dunia peradilan khususnya perkara pidana di Indonesia, meskipun sudah ada
22 (dua puluh dua) kali pengajuan Amicus Curiae tersebut ke berbagai
pengadilan di Indonesia. Akibat tidak adanya aturan yang jelas mengenai
Amicus Curiae itu sendiri kKhususnya mengenai bagaimana Amicus Curiae ini
masuk dalam suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan untuk
memberikan pendapatnya berdampak kepada dapatnya dilakukan semua
upaya oleh Amicus Curiae untuk memberikan pendapatnya kepada

pengadilan. Selama upaya atau cara yang dilakukan oleh Amicus Curiae untuk



memberikan pendapatnya kepada pengadilan terhadap suatu perkara yang
sedang diperiksa tidak bertentangan dengan hukum acara pidana yang
berlaku, maka hal tersebut dapat dilakukan.

Beberapa praktik Amicus Curiae yang terjadi di Indonesia beberapa
tahun belakangan ini, masuknya Amicus Curiae memberikan pendapatnya
kedalam suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ialah melalui
penasihat hukum terdakwa. Akan tetapi meskipun begitu, bukan berarti hal
tersebut menutup kemungkin masuknya Amicus Curiae dalam memberikan
pendapatnya melalui upaya/cara yang lain. Amicus Curiae juga dapat
memberikan pendapatnya terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa
pengadilan melalui Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu, pendapat yang
diberikan Amicus Curiae tersebut juga dapat langsung diberikan kepada Ketua
Pengadilan dan Majelis Pemeriksa Perkara. Amicus Curiae atau sahabat
pengadilan, yang berkedudukan sebagai pihak ketiga dalam suatu perkara
pidana yang sedang diperiksa di pengadilan pada dasarnya dapat memberikan
keterangan kepada pengadilan, baik dalam bentuk tertulis (surat) maupun
dalam bentuk lisan dengan secara langsung datang ke pengadilan.’® Akan
tetapi dalam praktiknya di Indonesia sendiri, Amicus Curiae ini sebagian
besar memberikan pendapatnya dalam bentuk tertulis atau surat.

Mengenai kapan Amicus Curiae tersebut memberikan pendapatnya di
pengadilan pada dasarnya belum ada aturan yang mengatur tentang hal
tersebut. Akan tetapi Nuryanto selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta
menyebutkan bahwa Amicus Curiae dalam memberikan pendapatnya di
pengadilan, bisa pada saat pemeriksaan alat bukti yang meringankan dari
terdakwa dan bisa juga pada saat Pledoi, tergantung bentuk pendapat yang
diberikan oleh Amicus Curiae tersebut. Ketika Amicus Curiae memberikan

pendapatnya secara lisan maka pendapat Amicus Curiae tersebut dapat

' Tim Advokasi Hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dalam Nia Juniawati Ma’ruf, Op. Cit,

him.25



disampaikan ketika pemeriksaan alat bukti yang meringankan dari terdakwa.
Akan tetapi ketika Amicus Curiae memberikan pendapatnya secara tertulis
(surat), maka surat yang dibuat Amicus Curiae tersebut disampaikan ketika
proses Pledoi melalui Penasihat Hukum terdakwa.™

1. Pemberlakuan Surat Yang Dibuat Amicus Curiae Sebagai Alat Bukti
Surat

Mengenai pemberlakuan surat yang dibuat Amicus Curiae sebagai alat
bukti surat dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa di pengadilan,
di Indonesia sampai sekarang ini masih menjadi suatu permasalahan.
Permasalahannya ialah tidak adanya aturan dalam Hukum Acara Pidana di
Indonesia yang secara konkrit mengatur pemberlakuan surat yang dibuat
Amicus Curiae tersebut sebagai alat bukti surat dalam suatu perkara yang
sedang diperiksa di pengadilan. Persoalan ini sangat penting, sebab dengan
adanya aturan yang jelas mengatur pemberlakuan surat yang diberikan Amicus
Curiae sebagai alat bukti surat kedalam suatu perkara yang sedang diperiksa
pengadilan akan memudah partisipasi Amicus Curiae untuk memberikan
pendapatnya dan juga akan mempermudah hakim untuk mempertimbangkan
apakah pendapat Amicus Curiae dalam bentuk surat tersebut akan dijadikan
alat bukti atau tidak.

Akibat dari belum adanya aturan yang secara konkrit mengatur tentang
pemberlakuan surat yang dibuat Amicus Curiae tersebut Amicus Curiae yang
sudah begitu banyak dipraktikkan di Indonesia memberikan pendapatnya
dalam bentuk surat beberapa tahun belakangan ini belum begitu bisa untuk
meyakinkan hakim menjadikannya sebagai alat bukti surat. Indonesia sendiri
dalam perkembangannya telah ada kurang lebih 22 (dua puluh dua) perkara
pidana yang diajukan Amicus Curiae dalam bentuk surat. Dari 22 (dua puluh

dua) perkara pidana yang diajukan Amicus Curiae tersebut terdapat 3 (tiga)

' Berdasarkan wawancara dengan Nuryanto, selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pada
Tanggal 30 Januari 2019



perkara pidana dimana Majelis Hakim menjadikan Amicus Curiae sebagai
bukti dalam pertimbangannya. Dari 3 (tiga) perkara yang mana Majelis Hakim
menjadikan Amicus Curiae ini sebagai bukti, 1 (satu) perkara Majelis Hakim
menjadikannya sebagai alat bukti keterangan ahli** dan 2 (dua) perkara
diantaranya Majelis Hakim menjadikannya sebagai bukti surat dalam
pertimbangannya. Kemudian sisannya 20 (dua puluh) perkara, surat yang
dibuat Amicus Curiae tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh
Majelis Hakim.

Adapun 2 (dua) perkara pidana dimana Majelis Hakim
memberlakukan surat yang dibuat Amicus Curiae dalam pertimbangan
putusannya sebagai alat bukti surat ialah perkara pidana di Pengadilan Negeri
Muaro Sijunjung dengan Nomor : 45/Pid.B/2012/PN.MR atas nama terdakwa
Alexander An Pgl Aan. (Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 UU No 11 Tahun 2008)
yang ketika itu menjadi Amicus Curiae ialah Asian Human Right Commission
(Hongkong)dan Perkara Tindak pidana penggelapan pada Pengdilan Negeri
Denpasar dengan Nomor :780/PID.B/2014/PN.DPS atas nama Terdakwa
March Vini Handoko Putra yang menjadi Amicus Curiae ketika itu ialah
Komisi Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM). Dari dua putusan yang
diputuskan oleh hakim pada Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung dan hakim
pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut jelas surat yang dibuat oleh Amicus
Curiae diberlakukan sebagai alat bukti surat oleh hakim dalam
pertimbangannya.

2. Pengaturan Surat Yang Dibuat Amicus Curiae Sebagai Alat Bukti Dalam
KUHAP
Keberadaan alat bukti mempunyai peran sangat penting dan krusial

dalam proses pembuktian suatu tindak pidana, tentunya tidak dapat begitu saja

2 Majelis Hakim yang menjadikan pendapat yang diberikan Amicus Curiae sebagai alat bukti
keterangan ahli ialah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara
No0.344/Pid.B/2016/PN.JKT.Pst.



ditetapkan.™® Begitupun dengan Alat bukti surat, yang merupakan salah satu

bentuk alat bukti sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1)

KUHAP, juga tidak dapat dengan begitu saja ditetapkan. Tidak semua surat

dapat dijadikan sebagai alat bukti surat untuk membuktikan salah atau

tidaknya seseorang. Akan tetapi, suatu hal yang harus diketahui bahwa suatu
keterangan tertulis atau “surat” hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti surat
secara sah harus berpedoman atau mengacu kepada aturan yang ada. Dalam

Hukum Acara Pidana di Indonesia aturan yang mengatur mengenai alat bukti

surat dalam pembuktian perkara pidana hanya terdapat dalam Pasal 187

KUHAP.*

Adapun surat yang dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP tersebut ialah
sebagai berikut :

a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat
umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat
keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau
yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas
tentang keterangannya itu.

b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau
surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata
laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi
pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

c. Surat keterangan dari seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan
keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta
secara resmi dari padanya.

d. Surat yang lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi

dari alat pembuktian yang lain.

3 M. Yahya Hrahap, Op. Cit, him.273
 Andi Hamzah, Op. Cit, him.275
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Jika dilihat penjelasan dari pasal 187 KUHAP tersebut pembentuk
KUHAP sendiri hanya memberikan penjelasan terhadap ketentuan yang diatur
dalam huruf b. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Sudikno Mertokusumo
berpendapat bahwa dalam hal peraturan perundang-undangan tidak jelas
penjelasannya, maka tersedialah metode interpretasi atau metode penafsiran.’
Pendapat Sudikno Mertokusumo tersebut juga didukung oleh Mechteld Boot,
Van Bemmelen dan Van Hattum. Menurut Machteld Boot dalam Eddy O.S.
Hiariej, setiap norma hukum membutuhkan interpretasi. Senada dengan
Machteld Boot adalah VVan Bemmelen dan Van Hattum dalam Eddy O.S.
Hiariej yang mengatakan bahwa setiap aturan perundang-undangan tertulis
membutuhkan interpretasi.® Mengingat KUHAP juga merupakan peraturan
perundang-undangan tertulis yang didalamnya memuat norma hukum, maka
ketika KUHAP tidak memberikan penjelasan yang lengkap maka KUHAP
pun boleh diinterpretasikan atau ditafsirkan. Sehingga meskipun Pasal 187
huruf a, ¢, dan d KUHAP oleh pembentuk KUHAP sendiri tidak
memberikannya penjelasan atau menganggapnya sudah jelas, akan tetapi
ketika penegak hukum menemukan sesuatu yang kurang jelas dan harus
adanya penjelasan lebih lanjut dari pasal tersebut, maka terhadap ketentuan
dalam pasal tersebut tetaplah memerlukan interpretasi atau penafsiran.

Mengenai surat yang dibuat oleh Amicus Curiae pada dasarnya
KUHAP sendiri tidak mengatur secara konkrit tentang pemberlakuannya
sebagai alat bukti surat. Akan tetapi, Untuk dapat atau tidaknya surat yang
dibuat oleh Amicus Curiae dijadikan sebagai alat bukti surat, maka harus
melihat kembali ke Pasal 187 KUHAP yang mengatur mengenai surat apa
saja yang dapat dijadikan sebagai alat bukti surat oleh hakim. Pada dasarnya

KUHAP sendiri hanya memberikan penjelasan terhadap Pasal 187 huruf b

> Sudikno Mertokusumo, 2014, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Edisi Revisi, Yogyakarta,
Cahaya Atma Pustaka, him.73

1 Eddy O.S. Hiariej, 2009, Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana, Jakarta,
Erlangga, him.65
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KUHAP, sedangkan untuk Pasal 187 huruf a, ¢, dan d KUHAP tidak
diberikan penjelasan sama sekali. Dalam hal ini karena KUHAP tidak
memberikan penjelasan yang lengkap terhadap ketentuan Pasal 187 KUHAP
secara lengkap maka sebagaimana yang penulis sebutkan sebelumnya
menurut Sudikno Mertokusumo, dalam hal peraturan perundang-undangan
tidak jelas, tersedialah metode interpretasi atau metode penafsiran.'” Maka
dari itulah untuk mengetahui dapat atau tidaknya surat yang dibuat Amicus
Curiae dijadikan sebagai alat bukti surat sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 187 KUHAP maka harus menggunakan metode interpretasi dengan
melihat kembali surat yang dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP tersebut.

Menurut Hari Sasangka surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187
huruf a, b, dan ¢ KUHAP merupakan surat dalam bentuk resmi. Artinya surat
tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dibuat berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dan dibuat oleh seorang ahli serta surat
tersebut sudah sejak awal digunakan untuk membuktikan suatu peristiwa.
Sedangkan surat yang dibuat Amicus Curiae sendiri merupakan surat dalam
bentuk biasa yang pembuatannya sama seperti surat pada umumnya. Surat
yang dibuat oleh Amicus Curiae tersebut tidak dibuat oleh pejabat yang
berwenang dan tidak juga dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Mengacu kepada Pasal 187 huruf a, b, dan ¢ KUHAP tersebut, setelah penulis
analisis, pasal tersebut tidak memberikan peluang terhadap surat yang dibuat
Amicus Curiae untuk dapat dijadikan alat bukti surat oleh hakim.

Selanjutnya, Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf d
KUHAP menjelaskan bahwa surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti
surat adalah “surat yang lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubunganya
dengan isi dari alat pembuktian yang lain”. Surat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 187 huruf d KUHAP tersebut, menurut Hari Sasangka masuk

'7 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit, him.73
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kedalam jenis surat biasa. Artinya surat tersebut bukanlah merupakan suatu
surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan tidak dibuat berdasarkan
peraturan perundang-undangan. Setelah penulis analisis Pasal 187 huruf d
KUHAP memberikan peluang bagi surat yang dibuat oleh Amicus Curiae
untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti surat. Mengacu kepada Pasal 187
huruf d KUHAP sebagaimana disebutkan diatas, meskipun surat yang dibuat
Amicus Curiae tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak dibuat
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi surat
tersebut mempunyai hubungan/keterkaitan dengan alat bukti yang lain dan
hakim mempunyai keyakinan terhadap surat tersebut maka surat yang dibuat
Amicus Curiae tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat oleh hakim.

Menurut penulis sendiri, surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti
surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf d KUHAP tersebut tidak
memperhatikan suatu surat dari segi formalnya. Akan tetapi, melihat suatu
surat dari segi materiilnya. Apabila B surat yang dibuat oleh Amicus Curiae,
isi/substansinya sesuai dengan fakta yang terjadi dan mempunyai keterkaitan
dengan keterangan saksi dan keterangan ahli maka hakim akan menjadikan
surat yang dibuat Amicus Curiae tersebut sebagai alat bukti surat dalam
pertimbangannya atas dasar Pasal 187 huruf d KUHAP. Maka dari itulah
meskipun pada hakikatnya surat yang dibuat olen Amicus Curiae belum
memiliki bentuk baku dalam sistem pembuktian perkara pidana di Indonesia,
akan tetapi dengan menggunakan metode penafsiran/interpretasi terhadap
Pasal 187 huruf a, b, ¢, dan d KUHAP yang merupakan dasar hukum alat
bukti surat dalam pembuktian perkara pidana, maka secara normatif surat
yang dibuat Amicus Curiae dapat diberlakukan sebagai alat bukti surat dengan
mengacu kepada Pasal 187 huruf d KUHAP dengan syarat surat yang dibuat
Amicus Curiae tersebut mempunyai relevansi/keterkaitan dengan alat bukti
yang lainya dan isi dari surat yang dibuat oleh Amicus Curiae tersebut mampu
meyakinkan hakim.
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Disisi lain, jika melihat defenisi dari pada pasal 187 huruf d KUHAP
yaitu suatu surat yang harus tergantung pada alat bukti yang lain, menurut M.
Yahya Harahap surat tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai alat bukti
surat. Karena jika suatu alat bukti masih harus digantungkan pada alat bukti
lain, pada diri surat lain itu tidak terdapat suatu nilai alat bukti. oleh karena
itulah bentuk surat lain itu tidak dapat dikategorikan alat bukti surat.
Semestinya Undang-Undang menyebutnya sebagai alat bukti petunjuk.'®
Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP bahwa yang dimaksud dengan
petunjuk adalah “perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena
persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan
tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana
dan siapa pelakunya”. Sebagai alat bukti, petunjuk tidak berdiri sendiri,
artinya petunjuk diperoleh dari alat bukti yang lain seperti keterangan saksi,
surat dan keterangan terdakwa. Mengacu kepada hal tersebut diatas
keterangan yang diberikan Amicus Curiae dalam bentuk surat sebenarnya
lebih cenderung dijadikan sebagai alat bukti petunjuk. Karena surat yang
dibuat Amicus Curiae ini hanya dapat berlaku jika ada relevansinya dengan isi
dari pada alat bukti yang lainya dan surat yang dibuat Amicus Curiae ini
bukanlah surat yang dapat berdiri sendiri. Sebagaimana yang juga dikatakan
oleh Eddy O.S. Hiariej bahwa dalam hal surat-surat tidak memenuhi
persyaratan untuk dinyatakan sebagai bukti surat, surat-surat tersebut dapat
dipergunakan sebagai bukti petunjuk. akan tetapi, mengenai dapat atau
tidaknya surat dijadikan sebagai bukti petunjuk, semuanya diserahkan kepada

pertimbangan hakim.**

'® M. Yahya Harahap, Op. Cit, him.309
¥ Eddy O.S. Hiariej, Op. Cit, hIm.109
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B. Kekuatan Hukum Surat Yang Dibuat Amicus Curiae Sebagai Alat Bukti
Surat Pada Pembuktian Tindak Pidana Menurut Hukum Acara Pidana
di Indonesia.

Hakim dalam memutuskan bahwa seseorang bersalah melakukan
tindak pidana atau tidak, haruslah mengacu kepada teori pembuktian secara
negatif (negatief wettelijke bewijstheorie), yang mana dalam menentukan
seseorang bersalah melakukan tindak pidana, hakim memerlukan dua alat
bukti yang sah serta dilengkapi dengan unsur keyakinan hakim yang
menyatakan seseorang memang bersalah melakukan tindak pidana.* Oleh
karena itu, untuk menentukan bahwa seseorang bersalah atau tidak hakim
memerlukan alat-alat bukti yang sah. Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah
menentukan alat bukti yang sah menurut undang-undang secara limitatif,
antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan
terdakwa. Disamping alat bukti yang sudah disebutkan dalam Pasal 184 ayat
(1) KUHAP tersebut, tidak dibenarkan untuk digunakan membuktikan
kesalahan terdakwa.?® Untuk dapat membuktikan bersalah atau tidaknya
seorang terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum,
kekuatan alat bukti sangatlah mendukung putusan hakim dalam memutus
perkara di pengadilan.?

Menurut Eddy O.S. Hiariej, pada dasarnya kekuatan pembuktian
masing-masing alat bukti dalam penilaian terbuktinya suatu dakwaan adalah
otoritas hakim. Hakim mempunyai kewenangan untuk menilai dan
menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang
lain. kekuatan pembuktian sendiri terletak pada alat bukti yang diajukan,
apakah alat bukti yang diajukan relevan atau tidak dengan perkara yang

sedang disidangkan. Pada hukum acara pidana, pada hakikatnya kekuatan

2 Andi Hamzah, Op. Cit, him.255

21 M. Yahya Harahap, Op. Cit, him.285

22 Rusyadi, “Kekuatan Alat Bukti dalam persidangan Perkara Pidana”, Jurnal Hukum Prioritas, Vol.5,
No.2, 2016, Jakarta, him.130
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semua alat bukti adalah sama. Artinya tidak ada satu alat bukti yang melebihi
alat bukti yang lain, karena alat bukti dalam perkara pidana tidak mengenal
hierarki. Namun demikian, ada ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan
adanya keterkaitan antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.®

Alat bukti surat adalah salah satu dari beberapa alat bukti yang sah
dalam perkara pidana. Surat-surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti
adalah surat-surat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 187 KUHAP.
Mengenai surat yang dibuat oleh Amicus Curiae, sebagaimana pembahasan
penulis sebelumnya, itu dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dengan
mendasar pada Pasal 187 huruf d KUHAP yang mana, selama surat yang
dibuat oleh Amicus Curiae tersebut mempunyai hubungan dengan alat bukti
yang lainnya seperti keterangan saksi, keterangan ahli dan juga keterangan
terdakwa maka surat yang dibuat oleh Amicus Curiae tersebut dapat dijadikan
sebagai alat bukti surat. Namun, meskipun surat yang dibuat oleh Amicus
Curiae dapat dijadikan sebagai alat bukti surat bukan berarti surat yang dibuat
Amicus Curiae tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang
mengikat hakim.

Menurut M. Yahya Harahap untuk menilai kekuatan hukum
pembuktian yang melekat pada alat bukti surat, maka dapat ditinjau dari segi
teori serta menghubungkannya dengan beberapa prinsip pembuktian yang
diatur dalam KUHAP.?* Maka dari itu untuk menentukan kekuatan hukum
surat yang dibuat Amicus Curiae, maka juga harus dilihat dari segi teori dan
dihubungkan dengan prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP.

1. Ditinjau dari segi formal
Ditinjau dari segi formal, alat bukti surat yang disebut pada Pasal
187 huruf a, b, dan ¢ KUHAP adalah alat bukti yang “sempurna”. Sebab

bentuk surat-surat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 187 huruf a, b,

2 bid,

** M. Yahya Harahap, Op. Cit, him.309
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dan ¢ KUHAP dibuat secara resmi menurut formalitas yang sudah
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan dipenuhinya
ketentuan formal dalam pembuatannya serta dibuat dan berisi keterangan
resmi dari seorang pejabat yang berwenang dan pembuatan serta
keterangan yang terkandung didalamnya dibuat atas sumpah jabatan maka
dari itu ditinjau dari segi formal alat bukti surat sebagaimana yang disebut
dalam Pasal 187 huruf a, b, dan ¢ KUHAP merupakan alat bukti yang
bernilai sempurna.”®

Jika surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c
KUHAP ditinjau dari segi formal, merupakan alat bukti yang sempurna,
berbeda halnya dengan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187
huruf d KUHAP. Surat yang disebutkan dalam pasal tersebut hanya
berlaku sebagai alat bukti surat, apabila surat tersebut mempunyai
relevansi/keterkaitan dengan alat bukti lainya seperti keterangan saksi,
keterangan ahli, dan keterangan terdakwa. Ketika surat tersebut tidak
mempunyai relevansi dengan alat bukti yang lainnya maka surat tersebut
tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti surat. Hal tersebut diatas juga
berlaku bagi surat yang dibuat Amicus Curiae. Dapatnya surat yang dibuat
Amicus Curiae dijadikan sebagai alat bukti surat dasarnya adalah Pasal
187 huruf d KUHAP. oleh karena itu jika ditinjau dari segi formal, surat
yang dibuat Amicus Curiae bukanlah merupakan alat bukti yang
sempurna.

2. Ditinjau dari segi materiil

Ditinjau dari segi materiil, semua bentuk alat bukti surat
sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 187 KUHAP, bukanlah
merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pada

alat bukti surat itu tidak melekat kekuatan hukum pembuktian yang

% |bid, him.310
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mengikat. Nilai kekuatan hukum alat bukti surat pada dasarnya sama
dengan kekuatan hukum keterangan saksi dan keterangan ahli. Yaitu
sama-sama mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang bersifat
bebas.® Artinya hakim mempunyai kebebasan untuk menilai dari pada
kekuatan pembuktianya.

Kekuatan hukum surat ditinjau dari segi materiil ini, tidak
memandang kesempurnaan alat bukti ditinjau dari segi formal. Meskipun
surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf a, b, dan ¢ KUHAP
adalah alat bukti yang sempurna ditinjau dari segi formal, bukan berarti
surat yang disebutkan dalam pasal tersebut dengan sendirinya mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat.”’ Sama halnya dengan surat yang dibuat
oleh Amicus Curiae. Surat yang dibuat Amicus Curiae pada dasarnya tidak
melekat kekuatan hukum yang mengikat. Hakim bebas menilai surat yang
dibuat Amicus Curiae tersebut. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk
mesti menerima kebenaran surat yang dibuat Amicus Curiae. Akan tetapi
hakim dalam mempergunakan wewenang kebebasan dalam penilaian
pembuktian, harus benar-benar bertanggung jawab.

Setelah melihat penjelasan dari pada kekuatan hukum pembuktian
surat, baik dari segi formil maupun dari segi materiil, maka dapat diketahui
bahwasannya surat yang dibuat Amicus Curiae, dilihat dari segi formil
bukanlah merupakan alat bukti surat yang mempunyai kekuatan hukum
sebagai alat bukti yang sempurna. Sedangkan dilihat dari segi materiil surat
yang dibuat Amicus Curiae pada dasarnya bukanlah merupakan alat bukti
surat yang berkekuatan hukum mengikat. Artinya hakim mempunyai
kebebasan untuk mempergunakan surat tersebut dalam pertimbangannya atau
tidak. tidak ada kewajiban bagi hakim untuk terikat pada surat yang dibuat

Amicus Curiae tersebut.

2 M. Yahya Harahap, Op. Cit, him.310

7 bid,
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Titik fokus utama dalam menilai kekuatan hukum surat yang dibuat
Amicus Curiae sebagai alat bukti surat dalam pembuktian perkara pidana
adalah terletak pada sejaunh mana surat yang dibuat oleh Amicus Curiae
tersebut mempunyai relevansi/keterkaitan dengan alat bukti lainnya dan juga
sejauh mana isi/substansi dari pada surat yang dibuat Amicus Curiae tersebut
dapat meyakinkan hakim. Oleh karena itu, pada dasarnya surat yang dibuat
Amicus Curiae mempunyai nilai kekuatan hukum yang bersifat bebas dan
tidak mengikat. Penilaian kekuatan hukum dari pada surat yang dibuat Amicus
Curiae tersebut sangat tergantung kepada hakim. Hakim dapat menilai sesuai
dengan hati nuraninya apakah surat yang dibuat Amicus Curiae tersebut cukup
kuat atau tidak untuk dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus

suatu perkara.

KESIMPULAN

1. Kedudukan hukum surat yang dibuat Amicus Curiae pada pembuktian
tindak pidana di Indonesia pada dasarnya belum mempunyai kedudukan
hukum yang baku. Belum ada aturan dalam hukum acara pidana di
Indonesia yang menyebutkan secara konkrit kedudukan hukum surat yang
dibuat Amicus Curiae untuk dijadikan sebagai alat bukti. Baik untuk
dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat,
petunjuk ataupun keterangan terdakwa.
Akan tetapi meskipun belum ada aturan yang secara konkrit yang
mengatur kedudukan hukum surat yang dibuat Amicus Curiae sebagai alat
bukti dalam pembuktian tindak pidana di Indonesia, dalam praktiknya ada
3 (tiga) perkara yang oleh Majelis Hakim menjadikan surat yang dibuat
Amicus Curiae tersebut dalam pertimbangannya sebagai alat bukti. yaitu 1
(satu) perkara oleh Majelis Hakim menjadikan surat yang dibuat Amicus
Curiae ini sebagai alat bukti keterangan ahli yaitu oleh hakim di

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan 2 (dua) perkara lainnya oleh Majelis
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Hakim dijadikan sebagai alat bukti surat, yaitu hakim pada Pengadilan
Negeri Muaro Sijunjung, Sumatera Barat dan Hakim pada Pengadilan
Negeri Denpasar. Disisi lain, dari 2 (dua) pandangan yang menjadikan
surat yang dibuat Amicus Curiae tersebut sebagai alat bukti keterangan
ahli dan alat bukti surat secara teori dimungkinkan pula sebenarnya surat
yang dibuat Amicus Curiae ini untuk dijadikan sebagai bukti petunjuk
oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara.

2. Mengenai kekuatan hukum dari pada surat yang dibuat Amicus Curiae
tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang. Pertama dari segi
formal, surat yang dibuat Amicus Curiae bukanlah merupakan alat bukti
yang sempurna karena Surat yang dibuat Amicus Curiae hanya berlaku
sebagai alat bukti jika surat tersebut mempunyai relevansi dengan alat
bukti yang lainya. Kedua dari segi materiil, Surat yang dibuat Amicus
Curiae pada dasarnya tidak melekat kekuatan hukum yang mengikat.
Hakim bebas menilai surat yang dibuat Amicus Curiae tersebut. Tidak ada
keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran surat yang dibuat

Amicus Curiae.

SARAN

1. Melihat praktik eksisnya pengajuan pendapat oleh Amicus Curiae dalam
perkara pidana beberapa tahun belakangan ini, Pemerintah dan DPR
seharusnya memasukkan aturan baru yang mengatur mengenai Amicus
Curiae dalam hukum acara pidana yang berlaku sekarang ini supaya
terdapat kejelasan mengenai Amicus Curiae itu sendiri.

2. Mahkamah Agung seharusnya sudah mulai aktif akan eksisnya Amicus
Curiae beberapa tahun terakhir dalam pengadilan di Indonesia dengan
mengeluarkan suatu PERMA agar tidak terdapat lagi disparitas diantara

para hakim dalam menggunakan Amicus Curiae ini.
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